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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Penuh yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

NAMA PEMOHON I, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di xxxxxx, sebagai Pemohon I;

NAMA PEMOHON II, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXXX,
sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon | dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA
Menimbang, bahwa Pemohon | dan Pemohon Il dengan surat

permohonannya tertanggal 05 Januari 2022 vyang telah terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Penuh dengan register perkara Nomor

14/Pdt.P/2022/PA.Spn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il telah melangsungkan pernikahan
secara Islam pada tanggal 24 Oktober 2020 di Desa Sako Dua, Kecamatan
Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, yang menjadi wali pernikahan adalah
ayah kandung Pemohon Il yang bernama Yogianto namun di wakilkan
kepada Subari;

2. Bahwa pada saat akad pernikahan Pemohon | dan Pemohhon Il disaksikan
dua orang saksi yang bernama Ade Sutrisno dan Hermanto dengan mahar

berupa seperangkat alat shalat dan kedua saksi menyatakan sabh;
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3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon | berstatus jejaka sementara
Pemohon Il berstatus perawan;

4. Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan mahram
maupun susuan dan tidak ada hubungan nasab sejak melangsungkan
perkawinan sampai sekarang dan tidak pernah bercerai maupun pindah
agama,;

5. Bahwa sejak Pemohon | dan Pemohon Il menikah sampai saat sekarang
tidak ada masyarakat yang keberatan dengan pernikahan Pemohon | dan
Pemohon II;

6. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak terkait dengan pernikahan lain;
Bahwa dari pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il telah di karuniai 1 orang
anak yang bernma Faridza, Perempuan, yang lahir pada tanggal 15
November 2021;

8. Bahwa pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak tercatat pada kantor
Urusan Agama setempat sehingga tidak pernah mendapatkan akta nikah;

9. Bahwa saat ini Pemohon | dan Pemohon Il sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungai Penuh guna
untuk melengkapi persyaratan pembuatan Buku Nikah;

10.Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa Dberdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh cq. Majelis untuk memeriksa
dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:
PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il yang
dilangsungkan pada tanggal 24 Oktober 2020 di Desa Sako Dua,
Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci;

3. Memerintahkan kepada Pemohon | dan Pemohon Il untuk melaporkan
penetapan ini kepada Kepala Kua yang mewilayahi domisili para Pemohon
untuk mencatat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR
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Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Sungai
Penuh  telah mengumumkan perkara  permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama
Sungai Penuh selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal
pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak
lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sungai Penuh
sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah
tersebut;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon | dan Pemohon Il
untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan
tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon | dan
Pemohon Il menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama
setempat;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon |
dan Pemohon Il masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk
mencabut perkaranya;

Bahwa oleh karena adanya permohonan pencabutan perkara oleh
Pemohon maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga
tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan
untuk mencabut perkaranya;
Menimbang, bahwa dalam perkara Permohonan tidak ada proses jawab
menjawab dan tidak pula terdapat pihak yang dirugikan atas pencabutan
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perkara tersebut, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonan
dapat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkanya pencabutan permohonan
tersebut. Maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses
persidangan dilangsungkan maka biaya dalam perkara ini harus
diperhitungkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara voluntair,
maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’
yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
14/Pdt.P/2022/PA.Spn. dari Para Pemohon;

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut
dalam register perkara;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini

sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Sungai Penuh pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh ZULFAHMI
MULYO SANTOSO, S.E.l.,M. sebagai Ketua Majelis, M. KHUSNUL KHULUQ,
S.Sy dan AFFI NURUL LAILY, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan
didampingi oleh NOPRIZAL, S.H.l. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri
oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ZULFAHMI MULYO SANTOSO, S.E.I.,M.
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Hakim Anggota I, Hakim Anggota ll,

M. KHUSNUL KHULUQ, S.Sy AFFI NURUL LAILY, S.H.I

Panitera Pengganti,

NOPRIZAL, S.H.I.
Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 260.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
6. Biaya Meterai : Rp. 10.000,-
JUMLAH : Rp. 380.000,-

(tiga ratus delapan puluh ribu rupiah).
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